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ABSTRAK

USWATUN HASANAH, NIM: 99373786, GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI TERHADAP UU NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI), FAK.
SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden. Menurut penjelasan
Undang-Undang no. 22 tahun 2002, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis
yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan Hakim. Pemberian grasi bukan
merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogratif
Presiden untuk memberikan ampunan.

Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah mekanisme pemberian grasi yang
dilakukan oleh Presiden di Indonesia?,dan bagaimanakah pandangan Hukum Islam
terhadap pemberian grasi seperti yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi?
Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (library research) dengan menjadikan
bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari
kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, rnajalah, surat kabar dan lain-lainnya
yang berhubungan dengan perrnasalahan yang dikaji. Langkah pertama adalah
mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema
bahasan. Selanjutnya mengklasifikasikan dan mensistemasikan data-data, kemudian
diformulasikan dengan pokok rnasalah -yang ada. Terakhir melakukan analisa lanjutan
terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistemasikan dengan menggunakan
kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga
memperoleh kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.

Kesimpulan penelitian ini adalah Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi di
Indonesia tidak lagi melibatkan berbagai instansi peradilan. Grasi diajukan terpidana atau
penasehat hukumnya langsung kepada Presiden. Pemberian grasi yang dilakukan oleh
lembaga grasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 dapat
dibenarkan dalam hukum Islam, dan hukum Islam dapat menerima pertimbangan-
pertimbangan yang dijadikan landasan pemberian grasi. Karena Hukum Islam bahkan
membolehkan pengampunan sebelum dijatuhkannya hukuman dengan taubatnya orang
pelaku kejahatan, apalagi dalam hal grasi, di mana grasi diberikan kepada terpidana yang
telah menjalankan hukumannya, hanya saja hukuman itu belurn selesai.

Kata kunci : Grasi ; UU No. 22 tahun 2002
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BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh
presiden. Menurut penjelasan Undang-Undang no. 22 tahun 2002, pemberian
grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian
putusan Hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden
dalam bidang yudikatif, mélainkan hak prerogratif Presiden untuk memberikan
ampunan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah,
meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang
dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan
merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. b

Dengan diundangkannya UU No.22 tahun 2002, kesempatan mendapat
pengampunan dari Presiden atau grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman
dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 undang-undang grasi ini menyebutkan bahwa
putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur
hidup dan penjara paling rendah dua tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang
berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat yang dalam prakteknya

justru malah menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati. Banyak

D Sholeh Soeadi, S. H, Perpu 12002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta:
Durat Bahagia, 2002), him. 8.



para terpidana mati terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari
Presiden. Hal ini mengakibatkan kurang berwibawanya hukum di Indonesia,
bahkan terkesan main-main.” Dan sering kali grasi dijadikan upaya hakum
sebagai langkah terakhir menghindari hukuman.

Di sisi lain prosedur pengajuan grasi yang memakan waktu lama
mengakibatkan tertundanya proses eksekusi, meskipun dibandingkan dengan
Undang-Undang sebelumnya prosedur pengajuan grasi ini sudah lebih baik,
dimana prosedur pengajuan grasi menurut Undang-Undang ini tidak lagi
melibatkan banyak instansi. Tetapi karena menurut Undang-Undang ini, hakim
yang memutus perkara tidak lagi dimintai pertimbangan dalam memberikan
grasi, sedangkan hakim ini adalah orang yang paling mengerti situasi dan kondisi
kasus pidana yang ia putuskan Presiden hanya melihat pertimbangan dari
Mahkamah Agung, di mana pertimbangan-pertimbangan ini tidak diatur dengan
Jelas baik oleh Undang-Undang maupun oleh peraturan lainnya

Di samping itu, meskipun pada dasarnya pemberian grasi ini melibatkan
Mahkamah Agung, namun peran Mahkamah Agung sangatiah kecil, Mahkamah
Agung berkewajiban memberikan pertimbangan dalam memberikan grasi,
namun pertimbangan ini hanya sekedar nasehat, di mana grasi tetap menjadi hak
preroglatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Dan tidak ada konsekuensi
apapun apabila keputusan Presiden menyalahi pertimbangan Mahkamah Agung.

Sedangkan Presiden sama sekali tidak mengetahui kondisi kasus pidana yang

P Beberapa terpidana mati menjadikan grasi sebagai alat mengulur waktu eksekusi, sebagai
contoh terpidana mati dalam kasus pembunuhan Letkol Poerwanto yaitu Sumiarsih dan Sugeng
masih berharap grasi dari Presiden, padahal vonis ini dijatuhkan beberapa tabun yang lalu. Lihat
Jawa Pos, Ajukan Penangguhan [ksekusi, Rabu Legi 19 Februari 2003, him. {



diajukan grasi, dan banyaknya tugas dari presiden tidak memungkinkan
untuknya dapat mempelajari setiap kasus grasi

Wewenang Presiden yang hampir mutlak inilah yang mengakibatkan proses
grasi memakan waktu yang lama, apalagi pada masa pemerintahan Soeharto,
karena pada masa itu tidak ada pembatasan waktu penerimaan atau penolakan
grasi. Sedangkan Undang-Undang yang baru ini belumlah banyak memberikan
bukti efektifnya karena masih baru.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau grasi oleh
Presiden ini. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan
dengan pertimbangan maslahat masyarakat.Hanya hukuman-hukuman ringan
yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh
kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak untuk kepala
negara mengampuni hukumannya.

Sisi lain yang harus diperhatikan, mengapa kewenangan memberikan grasi
bagi presiden di Indonesia ini perlu dipertanyakan keabsahannya dalam hukum
Islam adalah bahwa kekuasaan negara di Indonesia terbagi dalam beberapa
kekuasaan, di mana kekuasaan peradilan atau yudikatif merupakan kekuasaan
yang bebas dari campur tangan kepala negara sebagai eksekutif, yaitu dipegang
oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan bidang peradilan yang

merdeka.”

» Ramlan Surbakti, Reformasi Kekuasaan Presiden, (Jakarta: P. T. Grasindo, 1998), him.
46.



Sedangkan kekuasaan peradilan dalam Islam berada di tangan pemerintah,
karena pemerintah memiliki kekuatan dan pelaksanaan. Rasulullah saw sendiri
telah menangani masalah ini sebagaimana beliau juga melimpahkannya kepada
sahabat-sahabat pembantunya, yang memberi arti secara konkrit bahwa peradilan
suatu saat langsung ditangani oleh penguasa pemerintahan dan bahwa kekuasaan
peradilan tidaklah berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan pemerintahan. ¥

Melihat permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan, kiranya
wewenang Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan grasi perlu

mendapat perhatian khusus dan perlu disusun sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka
terlihat jelas perbedaan dan persamaan yang ada dalam hak grasi oleh lembaga
grasi di Indonesia dan kewenangan kepala negara memberi ampunan dalam
hukum Islam. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi
ini adalah ;
1. Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden di

Indonesia?,

2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pemberian grasi seperti

yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi?

9 Muhammad Salam Madkur, A/ Qadla fil Islam, Alih Bahasa: Drs. Imran AM, cet. 4,

(Surabaya: P. T. Bina Ilmu, 1993), hlm. 41,






Dalam buku-bul mengenai hukum pidana, masalah ini juga tidak memiliki
banyak tempat, karena grasi ini bukan merupakan bentuk upaya hukum, hanya
terkadang disinggung dalam bab pelaksanaan hukuman, khususnya hukuman
mati yang prosedurnya harus melalui pengajuan grasi, selain itu dalam bab-bab
lain persoalan ini sama sekali tidak disinggung.

Apalagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 22 tahun‘2002 mengenai
grasi, karena undang-undang ini merupakan undang-undang baru yang
menggantikan undang-undang grasi sebelumnya yaitu Undang-Undang no. 3
Tahun 1950. N 1wun ada beberapa buku menyinggung masalah grasi dan
pengampunan hukuman, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam,
di antaranya

Perpu 112002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati, buku yang berisi
kumpulan undang-undang dan beberapa peraturan perundangan ini disusun oleh
Sholeh Soeady. Khusus mengenai undang-undang grasi, penulis tidak
menjelaskan secara rinci mengenai grasi, penulis hanya memberikan penjelasan
umum dan penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang grasi tersebut.

Hukum Penitensier Indonesia, susunan P. A, F. Lamintang. Dalam buku ini
dijelaskan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta mekanisme
lembaga-lembaga tersebut. Tetapi dalam buku ini masih banyak problematika
berkaitan dengan syarat-syarat lembaga-lembaga tersebut, karena undang-undang
tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya. Oleh karena itu masih

banyak perdebatan mengenai masalah int.



Hukum Pidana 11, karangan E. Utrech, menjelaskan tentang hak gugurnya
hukuman yang diatur dlam KUHP dan di luar KUHP. Grasi adalah salah satu hak
gugurnya hukuman yang diatur di luar KUHP.

The Islamic Law and Constitution, disusun oleh Abul A’la al Maududi.
Buku ini berisi ten__ng aspek-aspek Hukum Islam serta upaya-upaya konstruktif
penegakan Hukum Islam dalam suatu negara dan pemikiran politik dan
konstitusi Islam yamg meliputi pembahasan teori politik Islam, konsep politik Al
Quran dan Sunnah dan terakhir mengenai hak-hak non Muslim di suatu negara
Islam. Mengenai 1 1salah grasi beliau hanya menyinggung sedikit, yaitu pada
pembahasan tenta: = kekuasaan eksekutif dan kepala negara yang pada intinya
beliau berpendapat bahwa grasi untuk membenarkan terhukum tidaklah terdapat
dalam konsep keac an Islam.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam, disusun oleh Ahmad Hanafi, di mana
dalam bab pengampunan hukuman disebutkan bahwa pembatalan hukuman
dalam hukum Isl 1 disebabkan beberapa hal, yaitu meninggalnya pembuat,
hilangnya tempat melakukan qisas, taubatnya pembuat, perdamaian,
pengampunan, pewarisan gisas dan daluwarsa. Khusus mengenai pengampunan
oleh penguasa ne; -a disebutkan bahwa pengaruh pengampunan hanya berlaku
pada pidana gisas yat dan ta’zir, tetapi tidak berlaku pada pidana hudud.

Skripsi Waw  Supriadi dengan judul Lembaga Pemaafan terhadap Delik
Pembunuhan, Tel. h Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif. Dia adalah mahasiswa angkatan 1997, Fakultas Syariah Jurusan

Perbandingan Ma hab dan Hukum. Dalam skripsinya ini ia banyak membahas



tentang lembaga-lembaga pengampunan yang ada di Indonesia, baik grasi,
amnesti, abolisi ataupun rehabiﬁtasi yang dibandingkan dengan pengampunan
keluarga dalam kasus pembunuhan. Ia mengkhususkan membahas pengampunan
dalam pidana pembunuhan dan sedikit menyinggung pengampunan dalam pidana
ta’zir. ”

Makalah yang ditulis oleh J. E. Sahetapy, dengan ju&ul Mekanisme
Pengawasan atas Hak Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi.
Pada intinya ia menyatakan bahwa meskipun telah ada amandemen dari Undang-
Undang Dasar, namun karena hak grasi merupakan hak prerogratif Presiden,
maka Presiden tidak berkewajiban mendengar pertimbangan dari Mahkamah
Agung dalam putusan grasi, amnesti dan abolisi.

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada tulisan yang membahas masalah
grasi secara khusus, baik grasi dalam hukum positif maupun grasi dalam
perspektif Hukum Islam, khususnya berkenaan dengan UU No.22 tahun 2002,
baik berupa buku ataupun karya ilmiah lainnya.

Oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun akan berusaha untuk

menjelaskan bagaimana hukum grasi dilihat dari perspektif hukum Islam.

khususnya grasi sebagaimana diatur oleh UU No. 22 tahun 2002.

» Wawan Supriadi, Lembaga Pemaafan terhadap Delik Pemburuhan: Telaah Banding



E. Kerangka Teoretik

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana
diketahui, Grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala
Negara. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, maka walaupun ada
nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada
dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-
hukum berdasarkan hak preogratif seorang Kepala Negara. Dengan demikian
Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (starfverminderend) atau
memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan
oleh Mahkamah Agung. Jadi Grasi (dalam bahasa Latin, Gratia) adalah semacam
anugrah (di Belgia disebut “genade”) dari Kepala Negara dalam rangka
meringankan atau membebaskan pidana si terhukum. Bisa juga Grasi itu ditolak
oleh Presiden.

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang harus
digunakan Presiden untuk meberikan grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan
bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari
Mahkamah Agung. Begitu juga mengenai pertimbangan yang diberikan
Mahkamah Agung, tidak ada aturan yang pasti. Yang menjadi pasti dengan
adanya Undang-Undang grasi baru adalah pembatasan terhadap hukuman yang
dapat diajukan grasi.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam,

yaitu pidana hudud, pidana qisas diyat dan pidana ta’zir, yang memiliki fungsi

antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Yogyakarta: Syari’ah /PMH, 2002, him. 5
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yang tentu saja tidak akan ada dalam hukum pidana positif. Kaitannya dengan
pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang
tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan.

Untuk pidana hudud, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu
kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara menurut Imam Al
Mawardi sebagaiman dikutip oleh Hasbie As Shiddigie, adalah menegakkan
hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah
yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari
kebinasaan dan kerusakan.®. Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan
oleh penguasa negara, di samping karena hukuman had ini adalah murni hak
Allah.

Telah ditegaskan bahwa pidana hudud tidak mengenal pengampunan oleh
korban atau penguasa negara. Diceritakan bahwa orang Quraisy telah direpotkan
dengan urusan seorang perempuan dari suku Makhzum” yang melakukan
pencurian. Mereka bertanya siapakah yang akan menghadap Rasulullah,

kemudian sebagian mereka menunjuk Usamah bin Zaid yang mereka anggap

€)T. M. Hasbi as- Siddigie, //mu Kenegaraan dalam Figih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang.
1969), him.110.

” Suku Makhzum adalah sebuah suku terkemuka dari kaum Quraisy. Maka dianggap tidak
pantas apabila menghukum seorang nyonya besar dari suku yang utama dan berasal dari rumah
tangga yang terhormat pula dengan hukuman potong tangan sama dengan hukuman semua orang
karena pencurian yang dilakukannya, oleh karena itu sukunya berusaha untuk mencegah
pelaksanaan hukuman ini. Mereka dibuat susah oleh perbuatan wanita ini, karena Nabi saw tidak
pernah memberikan dispensasi atau grasi terhadap pelanggar hukum. Nama wanita ini adalah
fatimah binti Aswad bin Abdil Asad bin Abdullah bin ‘Amr bin Mahzumbin Abdil Asad bin
Abdillah bin Ghalib. Dia adalah anak saudara Abu Salamah suami Ummu Salamah, istri Nabi saw.
Yang dicurinya adalah perhiasan. Ibnu Taimiyah, as Siyasah as Syar ‘iyyah fi Islahi ar Ra’l wa ar
Ra’iyyah, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilamuyyah, 1988), him. 106.
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sebagai kesayangan Rasulullah saw, namun Rasulullah saw bersabda:

COY Ajhu-nhuéciﬁﬂi

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

O pal o4l jliza 280 400 3 gan (e 2 (50 A lid Cilla (e

Hadi$ ini menegaskan bahwa hukuman had tidak bisa dimintakan ampun
kepada siapapun, dan kepala negara adalah orang yang berkewajiban
menjalankan hukuman had ini. Karena orang yang memberikan ampun dalam
masalah had sama saja telah menentang Allah.

Pengampunan dari korban atau kepala negara tidak mempengaruhi kepada
kejarimahan perbuatan yang dilakukan atau hukumannya. Karena pada prinsipnya
pidana ini menyangkut masyarakat banyak, yaitu hukuman dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu
hak Allah identik dengan hak jama’ah atau hak masyarakat, maka dalam jarimah
ini tidak dikenal pemaafan baik oleh perorangan yang menjadi korban atau oleh
kepala negara.'”

Islam mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai kepada yang
berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab al Muwata, Imam Malik

menceritakan bahwa sekolompok orang telah menangkap seorang pencuri untuk

% Abii Abdullah al Bukhari, Szhlh af Bukhari, “Kitab al Hudiid”, “16. Bab Karahiyatu as
Syafa’ah fi al Had iza Rufi’a ila as Sultan” (ttp: Dar al Fikr., 1981 M/1401 H), VII: 189, Hadis'
SahTh, riwayat Bukhari dari * Aisyah.

9 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “Kitab Al Aqdiyyah”, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), IiI:
297, Hadis Nomor 3597, riwayat Abu Dawud dari Yahya bin Rasyid.

19 Drs. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 26
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dihadapkan kepada Khalifah Usman, namun ditengah jalan mereka bertemu
dengan Zubair yang kemudian memberikan syafaat kepada pencuri tersebut.
Awalnya mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan
Usman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah hudud telah
sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang memberi dan meminta
grasi.')

Meskipun telah dikenal pada masa khalifah Umar bin Khatab, bahwa Umar
tidak melaksanakan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian yang
dilakukan pada masa paceklik. Menurut pendapat yang mashur, hal ini dilakukan
Umar karena masa paceklik menjadikan terdapatnya syubhat dalam pencurian,
dan hukuman had tidak bisa dijalankan dengan adanya syubhat.'?

Pernah terjadi pada masa pemerintahan Mu’awiyah, di mana ia mengampuni
hukuman seorang pencuri. Diceritakan bahwa kepada Muawiyah diajukan
beberapa orang pencuri, kemudian ia menjatuhkan hukum potong tangan kepada
semua pencuri itu, hingga tersisa satu orang yang belum dipotong tangannya.
Namum ia memohon agar tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Mendengan hal
itu Muawiyah bertanya: “Bagaimana mungkin aku membebaskanmu, sedangkan
semua temanmu telah aku potong tangannya?”. Maka ibu dar pencun itu
mengatakan agar Muawiyah menjadikan pembebasan itu sebagai bagian dari

dosa-dosanya yang nantinya ia mintakan ampunanya kepada Allah swt. Akhirnya

' Imam Malik. A7 Miwarta, “Kitab “Hudid’. “Bab. Tarku al ‘Afwa fi Qat’[ as Sériq iza
Rufi’a ila as Sultan”, (ttp: Dar al Hayyi al ‘Arabi, 19, , II: 484

20 Yusuf Qardhawy, min Figh ad Daulah fi al Islam, Terjemah: Kathur Suhardi, Cet. 1,
(Jakarta: Pustaka al Kaustar, 1997), him. 182.



13

Muawiyah melepaskan pencuri itu. Dengan demikian, kejadian ini merupakan

kejadian pertama dalam Islam suatu hukuman had tidak dilaksanakan.'”

Hukuman dalam pidana hudud ini juga sangat jelas karena hanya ada satu

macam hukuman untuk setiap pidana, tida
batas terendah atau tertinggi sehingga h
dikurangi.

Dalam pidana gisas diyat, Allah sw
walinya punya hak untuk menuntut atau me

Allah swt berfirman:
aadly bl y el Al 8l &

Glassly 4l Ty iy pmally g Llh ¢ 4

(o) e als I aey o

Allah telah menjelaskan bahwa Allah

ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh m
pembalasan darah tersebut. Yang dimaksuc
untuk menuntut gisas. Dari sinilah timbu
dalam hal pembunuhan di mana pelaku pem
waris dari orang yang terbunuh, oleh karena

memberikan ampunan. Akan tetapt jika kot

13 Abi al Hasan Ali al Mawardi, Kitab al Ahk
him. 228

') Al Bagarah (2): 178

«da pilihan hukuman dan tidak ada

man pidana hudud ini tidak bisa

:lah mengatur bahwa korban atau

impuni.

& oSle S 1 e ol L

Vel e oad YL A

(a5 5 ¢S5 (pn i ol
ah memberikan wewenang kepada
mpaui batas dalam melaksanakan
ewenang di sini adalah justifikasi
uatu prinsip hukum Islam bahwa
as bukanlah negara melainkan ahli
1 negara sendin tidak berhak untuk

1 tidak cakap di bawah umur atan

1 as Sulthaniyah, (Beirut: Dar al Fikr, tt),
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gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan
bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai walilah yang
memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa negara.

Hukum Islam mengakui pembalasan atau gisas sebagai prinsip dasar untuk
perbaikan hak, namun hukum Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai
prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian untuk membatasi pembalasan ini
dalam ruang gerak yang sangat sempit. Teori ya1 ditegakkan adalah pembalasan
bukan hanya semata-mata hak pribadi, tetapi juga mencakup hak
masyarakat.sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat
dengan alasan untuk menekan semangat pembalasan yang akan merugikan
masyarakat'”

Pembalasan diperbolehkan dalam kasus p 1sakan kehidupan atau anggota
badan atau melukai anggota badan yang dapat diketahui secara pasti. Pembalasan
tidak diperkenankan dalam ketidaksengajaan dan kurangnya bukti. Pembalasan
merupakan hak orang yang dilukai atau ahli warisnya, mereka dapat membebani

pelaku dengan uang, atau jika mereka menghendaki memaaftkannya.

Rasulullah saw bersabda:

siay ) L) g oty o W GG gaa) Sl adld Jid o) Ji capal (e

1) Mutawalli, Pidana Mati(Qisas) atas Delik Pemburmihan dalam Perspektif Hukum Islam,
{Yogyakarta: IAIN Pasca Sarjana, 1999), him. 10.
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ald Gl aay e e 4y o 15038 Aag ) o1 s Aol 32l of W
(16{,_33] TS

Korban atau walinya hanya boleh mengampuni hukuman qisas diyat saja,
oleh karena itu pengampunan korban atau walinya tidak menghapuskan hak
penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta’zir

Untuk pidana ta’zir sendiri para fugaha berbeda pendapat, apakah penguasa
negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana ataukah
hanya sebagian saja. Menurut sebagian fugaha, pada pidana hudud dan qgisas yang
tidak lengkap, yaitu yang hanya dikemakan hukuman ta’zir, tidak boleh
diampunkan. Sedangkan menurut fuqaha lain, semua macam pidana ta’zir bisa
diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.'”

Sedangkan dalam masalah pidana ta’zir, hukum Islam mengatur bahwa
penguasa diberi hak untuk membebaskan pi 1buat dari hukuman dengan syarat
tidak mengganggu hak korban. Korban ju 1 bisa memberikan pengampunan
dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena
pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh
korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan.
Jadi dalam pidana ta’zir, penguasalah yang rhak menentukan hukuman dengan

pertimbangan kemaslahatan.

19 Abu Isa Muhammad Ibn Saurah at Tirm ~,Sunan at Tirmizi wa Huwa al Jami’u as
Sahih, “Kitab ad Diyat”, Bab Ma Jaa i Hukmi Wali i al Qatl fi al Qisas wa al “‘Afww’, (ttp: Dar
al Fikr, 1408 H/1988 M): IV: 14-15

1 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidanal m..., him. 260.
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Meskipun demikian pemberian k uasaan kepada penguasa dalam
menangani pidana ta’zir tidak berarti dia d¢  t berbuat seenaknya. Hal ini karena
pada dasarnya, semua jarimah telah me: liki aturan, sedangkan pemberian
kekuasaan kepada penguasa adalah men (h hukuman yang sesuai dengan
keadaan sehingga akan mencerminkan isi | tuman itu sendiri dan menerapkan
keadilan bagi seluruh manusia.

Jika suatu ta’zir yang akan dijatuhkan lalah milik mutlak pemerintah dan
untuk tujuan pelurusan perilaku pelaku, s a tidak berhubungan dengan hak
seseorang, pejabat pemerintah yang berwen: | dapat menetapkan kebijaksanaan
yang terbaik, yaitu antara memberikan per _ mpunan dan tetap melaksanakan

hukuman ta’zir.

Dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda:

(8L Lo Al guay G o ) puially g1 g s 5l | gmil

F. Metode Penelitan
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (library reseach)'”
dengan menjadikan bahan pustaka se gai sumber data utama, artinya

data-data yang dikumpulkan berasal d¢ kepustakaan, baitk berupa buku,

™ Abu Abdillah al Bukhari, Sah/h al Bukbari, “Kitab az Zakat”, jihd 4, VII: 193. Hadis
sahih, riwayat Bukhar dari Abu Musa.

19 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karum (e.d), Metodologi Penelitian Agama: Sebush
Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989). him.2.
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ensiklopedi, jurnal, majalah, su kabar dan lain-lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.®
2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan da/ n penelitian ini adalah deskriptif-
analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada’” Dengan metode ini
dibarapkan penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya
mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan

sampai kepada sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendeka n normatif yuridis, pendekatan ini
bertujuan mendekati masalah deny 1 melihat kaidah-kaidah hukum
berdasar norma yang berlaku.

4. Tekhnik Pengolahan Data
Langkah pertama adalah mengumpu an data-data terutama dari aspek
kelengkapan dan relevansinya der an tema bahasan. Selanjutnya
mengklasifikasikan dan  mensistemasikan  data-data, kemudian
diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Terakhir melakukan
analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan

disistemasikan dengan menggunak: kaidah-kaidah, teori-teori dan

20 Quharsini Ari Kunto, Prosedur PenelitianS tu Pendekatan Praktek, (e.d.), Rev. M,
(Jakarta: Reneka Cipta,1998), him. 236.

D Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekat  Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),
him.26.
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konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan

berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.*”
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan
berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Pada bab pertama ini akan terlihat dasar pemikiran penulis menganai masalah
yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang jenis-jenis pengampunan dalam
hukum Islam. Mulai dari sejarah pengampunan dalam hukum Islam,
pengampunan hukuman dalam hukum Islam, kriteria, pertimbangan dan tujuan
pengampunan hukuman .

Bab ketiga akan membahas tentang undang-undang no. 22 tahun 2002
tentang grasi, mulai dari sejarah grasi dan latar belakang lahimya UU No. 22
tahun 2002, kriteria grasi, prosedur pengajuan grasi dan syarat-syarat pidana yang
dapat dimintakan grasi serta pertimbangan-pertimbangan vyang digunakan
presiden untuk memberikan grasi dan perbedaan grasi dengan amnesti dan

abolisi,

™ Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach. (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi
UGM, 1988), him. 36.
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Setelah penjelasan tentang grasi ¢ m UU No. 22 tahun 2002, bab
keempat merupakan analisa kewenangan grasi oleh kepala regara kaitannya
dengan pengampunan hukuman yang dile kan dalam Islam sehingga akan
sampai kepada kesimpulan tentang status hukum tujuan pemberian grasi tersebut
dalam perspektif Hukum Islam. Dan bab kelima merupakan penutup yang berisi

kesimpulan dan saran-saran.



BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang sudah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya,

maka kami sampai pada kesimpulan:

1.

Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi di Indonesia tidak lagi melibatkan
berbagai instansi peradi 1. Grasi diajukan terpidana atau penasehat hukumnya
langsung kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas pengajuan
grasi. Dan karena grasi ertalian erat dengan masalah peradilan, maka grasi
diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
sebagai lembaga peradilan tertinggi negara. Dengan hanya memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung, proses pengajuan dan penyelesaian grasi

menjadi lebih efektif.

. Pemberian grasi yang dilakukan oleh lembaga grasi di Indonesia sebagaimana

diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dan
hukum Islam dapat menerima pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan
landasan pemberian grasi. Karena Hukum Islam bahkan membolehkan
pengampunan sebelum dijatuhkannya hukuman dengan taubatnya orang pelaku
kejahatan, apalagi dalam hal grasi, di mana grasi diberikan kepada terpidana

yang telah menjaiankan hukumannya, hanya saja hukuman itu belum selesai.
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B. Saran-Saran

1. Pemberian grasi yang dilakukan Presiden dengan tujuan sebagai penyeimbang
hukum pidana yang kaku memang telah tepat dilaksanakan. Akan tetapi
seringnya untuk menjaga wibawa hukum, akan lebih baik apébila secepatnya
eksekusi hukuman dilaksanakan apabila grasinya telah ditolak Presiden, karena
dalam masalah ini sudah tidak ada lagi alasan unytuk meniadakan hukuman.

2. Pembahasan mengenai masalah grasi sangat Jarang dibicarakan. Oleh karena
itu, penyusun berharap akan adanya kajian lebih lanjut mengenai masalah ini di
kemudian hari. Karena masih banyak sisi yang belun dikaji, diantaranya
tinjauan politis dari wewenang grasi oleh Presiden, apabila dikaitkan dengan
sistem perpolitikan di Indonesia, di mana Presiden selalu berasal dari partai
politik yang dominan ataupun kajian mengenai kelebihan dan kekurangan

lembaga grasi apabila ditinjau dari segi maslahat.
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LAMPIRANI

TERJEMAH
| No [Him. [F.N. [BAB | Terjemahan
1 | 1120 | 132 | V1I | Apakah engkau sudi memintakan syafa’at dalam
ketentuan yang berlaku dalam undang-undang
Allah.

2. 11 14 I | Orang (pejabat) yang memberi syafa’at
(pengampunan) di luar batas undang-undang
Allah mal - sungguh ia telah mengkhianati Allah
dalam uru 1nya

3. 14 19 I | Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan
kepadamu melakukan qisas dalam pembunuhan,
orang yang merdeka dengan orang yang merdeka,
budak d jn budak, perempuan dengan
perempuar Vaka barang siapa yang mendapat
pengampu 1 dari saudaranya, maka hendaklah
dibalasnya di baik itu dan diserahkan dengan
cara yang aik, itu adalah kelonggaran dari
rahmat Tu 1mu. Maka siapa yang melanggar
batas sesuc  itu, ia akan mendapat siksaan yang
sangat pedi

4. 15 21 [ | Barangsiap crtimpa musibah pembunuhan atau
pelukaan a  yota tubuh, maka ia dapat memilih
antara tige nacam tuntutan, yaitu: hukuman
pembalasar atau memaafkan atau diyat.
Barangsiap: nenghendaki yang keempat, maka
cegahlah k¥ endaknya itu, barangsiapa yang
melanggar 1 <a baginya adzab yang pedih.

5 17 23 I | Mintalah ke daku untuk meringankan hukuman,
karena All memutuskan menurut lisan rasul-
Nya sesuai k...endak-Nya.

6. 21 3 Il | Sehingga & bila kamu telah mengalahkan
mereka, mal tawanlah mereka dan sesudah itu
kamu boleh - mbebaskan mereka atau menerima
tebusan sam| perang berakhir.

7. 22 5 II |Pencunn lal aki dan pencuri

potonglah ta

perempuan,
an keduanya sebagai pembalasan
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atas perbuatan keduanya dan siksaan dari Allah
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Susungguhnya seorang Imam apabila salah dalam
memberi ampun lebih baik daripada ia salah
dalam menjatuhkan hukuman.

Maafkanlah tindak pidana yang terjadi di antara
kamu, karena tindak pidana yang telah sampai
kepadaku, pasti akan dilaksanakan hukumannya.

Wahai Wahab, mengapa sebelum kamu datang
kepadaku, maka Nabi tetap memotong tangan
pencuri tersebut.

Barang siapa yang memberi syafaat yang baik,
niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari
padanya. Dan barang siapa memberi syafa’at
dalam perkara-perkara kejahatan, niscaya ia akan
memikul bagian dosa darinya.

Aku tidak pernah melihat Nabi saw, apabila
diajukan kepadanya perkara yang terdapat di
dalamnya gisas, kecuali memerintahkan untuk
memaafkannya.

Dan barang siapa membunuh seorang mu’min
dengan  tidak  sengaja, hendaklah ia
memerdekakan seorang budak yang beriman dan
membayar diyat kepada keluarga terbunuh,
kecuali jika keluarga si terbunuh mensedekahkan
(memaatkan “1ri membayar diyat).

Sesungguhny  kebaikan-kebaikan itu dapat
melenyapkar zjahatan-kejahatan.

Hukuman ha yang dilaksanakan di bumi, lebih
baik bagi per 1duk bumi dari pada diberi hujan
selama empa  uluh hari.

Sesungguhny:  balasan  orang-crang  yang
memerangi ¢ ah dan Rasul-Nya dan berbuat
kerusakan di wka bumi, adalah dibunuh atau
disalib atau  potong tangannya dan kakinya
bertimbal balix, atau dibuang keluar tanah airnya.
Itulah suatu kehinaan untuk mereka di dunia dan

I




di akhirat mereka akap mendapat siksa yang
besar,

Tolaklah hukuman-hukuman darj orang-orang
muslim sekuat kemampuanmu semua dan jika dia
ada jalan keluar maka biarkan dia menempuh
Jalannya.

Ta’ziritu >rlaky sesuai kemaslahatan,

Maafkan 1 kesalahan-kesalahan orang yang
mempunyai kepribadian baik, kecuali hal yang
mewajibkan hukuman had.

Dan jika amu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamuy menghukumi dengan
adil.

Dan barar siapa yang terbunuh secara zalim,
maka wal ya berhak menuntut  balas, tetapi
Jangan 1 lebihj batas  dalam membalas
pembunuhan, sesungguhnya ia akan ditolong.

11




LAMPIRAN IT
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. AL BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Isma’il
bin Ibrahimai-Mughirah bin al-Bardizah al-Jafy al-Bukhari. Lahir pada hari
Jum’at tanggal 13 syawal 194 H di kota Bukhara. la bersama keluarganya
menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu
dari para fugaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-
Naisaburi dan digelari [mam al-Husein. [a lahir di kota Nisabur pada tahun 204 H/
820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya
mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis
lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti; Hijaz, Mesir, Syam,
Irak dan Khurasan. Di Kahrasan ini, ia belajar kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq
bin Rahawiyah, di Hijaz 1a belajar kepada Sa’id bin Mansur dan Abu Mus’ab, di
Mesir 1a belajar kepada Amru bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Di samping
itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usman bin
Abi Syaibah dan Imam al-Bukhari. At-Tirmidzi, tokoh hadis terkemuka adalah
muridnya. Karya-karya Imam Muslim antara lain; al-Jami’, al-Afrad wa al-
Wahdan, al-Argan, Masyaikh as-Sauri, at-Tabagat, al-‘llal, Tasmiyah Syuyukh
Malik wa Sufyan wa Syu’bah, al-Musnad (kitab kajian khusus tenteng perawi
hadits), al-Kuniyah wa al-Asma, (kitab im1 sampai tahin 1980 masih berupa
manuskrip dan terdapat di perpustakkaan Damaskus, Syina, terdiri dari 35
halaman, ini menurut catatan Khairuddin az-Zikhli) dan kitab al-Jami’ as-Sahih
atau twerkenal dengan nama sahih muslim. Menurut Imam an-Nawawi, kitab
sahth Muslim ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari segfi
sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih berada pada
tingkat kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat pada hari Ahad, 25
Rajab 261 H/874 M di kota Nisabur.

3. IBNU TAIMIYYAH

Ibnu Taimiyah bernama lengkap Tagiyuddin bin Taimiyah. la dilahirkan
pada hari Senin tahun 661 H di Harran. Ibnu taimiyyah telah menghabiskan masa
kanak-kanaknya yang pertama di Harran, kemudian keluarganya pindah ke Syam
karena serangan tentara Tartar ke Harran. Keluarga Ibnu Taimiyah menetap di
Qasyun dan ayahnya menjadi guru besar pada sebuah sekolah Darul Hadis sampai
meninggal. Ibnu Taimivah menyempurnkana pelajarannya dalam asuhan ayahnya,
kemudian ia belajar pada beberapa guru besar lainnya. Pada umumnya ia mahir
dalam pelajaran [lmu Kebudayaan Arab dengan segi-seginya. Karena adanya
perang dengan bangsa Mongol pada masa itu, maka tidak dapat dielakkan Ibnu
Taimiyah pun ikut mengangkat pedang dan akhirnya wafat di penjara Damaskus
pada tahun 728 H.



4. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas
al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah
tokoh utama dalam gerakan [khwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani
rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang
berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan
Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri di tiang gantungan
sebagail akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal ‘8 desember 1954,
bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah; Kitab at-Tasyri’ al-
Jinai al-Islami dan al-Islam wa Auda’ al-Islami.

5.ABUL A’LA MAUDUDI

Sayyid Abul A’la maududi merupakan salah seoerang pemikir dan
perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad
(Hyderabad, Deccan, india), pada tanggal 25 september 1903 dan mulai karir
kemasyarakatannya sebagi seorang wartawan pada tahun 1020. pada usia tujuh
belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur dan kemudian redaktur
al-Jamiat, Delhi. Tahun 1929, beliau menerbitkan karyanya yang monumental
dan cemerlang, Al-Jihad fi al-Isfam. Kemudian beliau pindah dari Delhi ke
Hyderabad dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan tarjumah al-quran-jurnal
bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Pada tahun
{937, Muhammad Igbal mengirimkan surat kepadanya untuk pidah ke Punjab
agar bisa membantunya dalam karya riset raksasa rekontruksi dan kodifikasi
yurisprudensi Islam. Setelah pembagian Pakistan-India, beliau mencanagkan
gerakan konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada
tanggal 4 Oktober 1948. dibebaskan kembalt pada Mei 1950. opada tahun 1953
beliau divomis mati dengan tuduhan gelap, namun diremisi menjadi hukuman
seumur hidup. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung beliau dibebaskan pada
tanggal 28 April 1955. untuk ketiga kalinya beliau ditahan pada tanggal 6 Januart
1964 dan tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan. Keempat kali beliau ditahan lagi
pada tanggal 29 Januari 1967 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret
1967.

5. J. E. Sahetapy

Jacob Elfinus Sahetapy lahir di Saparua, 6 Juni 1933. Sesudah menempuh
pendidikan dasar di kota kelahirannya, beliau pindah ke Surabaya untuk
meneruskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Setelah itu
beliau mengambil gelar masternya di University of Utah, AS pada tahun 1962,
Gelar Doktor diperoleh  Beliau sambil mengajar di Universitas
Airlangga Beberapa jabatan penting yang pernah beliau emban , antara lain:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( 1979 - 1985 ), Pejabat Rektor
sementara di Petra Cristian Univeristy (1966 - 1967). Disamping itu Beliau juga
diangkat sebagai Profesor di Universitas Airlangga semenjak tahun 1960 sampai
sekarang Kegiatan beliau yang lain ialah : aktif di Konsorsium Hukum di
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1990 sampai sekarang,
Visiting Law Professor di  Fakultas Hukum Universitas Letden (Belanda).
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LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG GRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan,
peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana
vang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan
pengadilam yang telah menperoleh kekluatan hukum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan grasikepada Presiden.

bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan  Grast yang dibentuk berdasarkan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut a dan hurut b, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Grast.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1[4 tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
perubahan Atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:



Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Unsdang ini, yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang -diberikan oleh
Presiden.

[89]

. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BABII
RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2
1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah
2 (dua) tahun.

. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1
(satu) kali, kecuali dalam hal:
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat dua
tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara
seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan
pemberian grasi.

|8

Pasal 3
Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4
1.Presiden berhak mengabulkan atao menolak permohonan grasi yang diajukan
terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan
dar Mahkamah Agung.

2. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
a. peringanan atau perubahan jenis pidana,;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
¢. penghapusan pelaksanaan pidana.



(W]

BAB 11
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim

ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak

terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada

Presiden.

. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga

terpidana, dengan persetujuan terpidana.

. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan

oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap.

. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh

tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan

secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau. keluarganya, kepada
Presiden.

. Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk
diteruskan kepada Mahkamah Agung.

. Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga
Pamasyarakatan tempat terpidana menjalant hukuman..



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
1. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan
permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan

tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih
dahulu. :

t

Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung sejak salinan putusan
peninjauan kembali diterima Presiden.

(oS

. Ketentuan tentang tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum
berlakunya UndangUndang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang int mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Permohonan Grasi (Lembaran negara Republik Indonesia Serikat Tahun
1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Inmdonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggalL 22 Oktober 2002
SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BAMBANG KESOWO



4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada
Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9
Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara
terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada
Presiden.

Pasal 11
1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

(V8

. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan
Mahkamah Agung.

Pasal 12
I Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
disampaikan kepada terpidana dalam jangka wakta paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

2. Salinan keputuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan
permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan
Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.




LAMPIRANIV
CONTOH PUTUSAN GRASI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mendengar

Mengingat

Menetapkan:

PERTAMA

KEDUA

NOMOR; 1/G TAHUN 1987
PRESIDEN REPULIK INDONESIA,

: bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada

terpidana yang namanya tercantum di dalam surat Menteri
Kehakiman Nomor M. PW. 07. 03-962 tanggal 30 Oktober
1986.

. Pertimbangan-pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Kehakiman.

. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

: Memberikan grasi kepada terpidana ALl ACHMAD, lahir di
Lubuk Begalung Padang tahun 1957, yang dengan putusan
Pengadilan negeri Padang Nomor 389/F/1980 Pdg. S tanggal 6
Desember 1980 telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)

-~ tahun 6 (enam) bulan, karena dipersalahkan melakukan

kejahatan “Karena salahnya menyebabkan orang lain menunggal
dunia”, berupa pengurungan atas pidana penjara yang dijatuhkan
kepadanya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tauggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-
pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan
diindahkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
SOEHARTO
Salinan sesuai aslinya oleh
SEKRERTARIS KABIIv.. [ RIL
Kepala Biro hukum

Dan Perundang-undangan,
Ttd

BAMBANG KESOWO, S. H,, LL. M.



AT U R VS B N R

10.

Nama
Tempat tanggal Lahir :
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Agama
Alamat Asal

Nama Orang Tua

a. Ayah

b. Ibu

Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah

b. Ibu

. Alamat

Riwayat Pendidikan

LAMPIRAN V

CURRICULLUM VITAE

: Uswatun Hasanah

Cilacap, 13 agustus 1979

: Perempuan
: Indonesia
: Islam

: Layansari, Rt. 02/VI1, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa

Tengah

. Wasroh

. Katijem

- Guru
: Tani

: Layansari, Rt. 02/V1I, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa

Tengah.

a. Sekolah Dasar Negeri Gandrungmanis I, Gandrungmangu Cilacap, masuk
tahun 1984 dan lulus tahun 1991
b. Madrasah Tsanawiyah Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan Kemranjen

Banyumas, masuk tahun 1992 dan lulus tahun 1995.

. Madrasah Aliyah

Wathaniyah Islamiyah, Kebarongan Kemranjen

Banyumas, masuk tahun 1995 dan lulus tahun 1998.
d. IAIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 1999,




